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Abstract: Ikhtilat offenses have become a serious issue in Aceh Barat due to their potential to disrupt social 
order and morality. Ikhtilat refers to the free mixing of non-mahram males and females without adherence to 
Islamic law, which can negatively impact the younger generation and societal harmony. The Civil Service Police 
Unit (Satpol PP) and Wilayatul Hisbah (WH) of Aceh Barat play a crucial role in preventing ikhtilat and 
upholding Islamic values. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by Satpol PP and 
WH, identify supporting and inhibiting factors, and explore the perspective of Islamic law regarding ikhtilat. 
Using an empirical legal method and qualitative approach, data were collected through observations, interviews, 
and literature review with informants from Satpol PP, WH, and the village head (Keuchik) of Ujong Kareung. 
The results show that prevention efforts are carried out through socialization, patrols, enforcement of customary 
and Sharia law, development of facilities supporting Sharia compliance, and the role of families and the 
community. Supporting factors include strong regulations, adequate facilities and infrastructure, human 
resources, and active participation of religious leaders. Inhibiting factors include low public awareness, limited 
personnel, social-cultural changes, lack of government protection, and insufficient ongoing education. Law 
enforcement by Satpol PP and WH under Qanun Jinayat Number 6 of 2014 combines sanctions, education, 
and collaboration with religious leaders to safeguard public morality in accordance with Islamic teachings. 
Keywords: Prevention, Ikhtilat, Satpol PP and Wilayatul Hisbah, Qanun Jinayat Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.3015
https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index
mailto:190104080@student.ar-raniry.ac.id


 
Yuhasnibar, et.al: Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 

 
Copyright © 2025 Yuhasnibar, et.al https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index 
Under the license CC BY-SA 4 

230 

Abstrak: Tindak pidana ikhtilat menjadi masalah serius di Aceh Barat karena berisiko 
mengganggu tatanan sosial dan moralitas. Ikhtilat merujuk pada percampuran bebas antara 
laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syariat, yang dapat berdampak 
negatif pada generasi muda dan keharmonisan masyarakat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah 
(WH) Aceh Barat memiliki peran penting dalam mencegah ikhtilat serta menjaga nilai-nilai 
syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP dan 
WH, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengeksplorasi perspektif 
hukum Islam terkait ikhtilat. Dengan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif, data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan informan dari Satpol 
PP, WH, dan Keuchik Gampong Ujong Kareung. Hasil menunjukkan upaya pencegahan 
dilakukan melalui sosialisasi, patroli, penegakan hukum adat dan syariat, pembangunan sarana 
kepatuhan syariat, serta peran keluarga dan masyarakat. Faktor pendukung meliputi regulasi 
kuat, sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, serta partisipasi tokoh agama. Faktor 
penghambat mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan personel, perubahan 
sosial-budaya, kurangnya perlindungan pemerintah, dan minimnya edukasi berkelanjutan. 
Penegakan hukum melalui Satpol PP dan WH berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 
2014 menggabungkan sanksi, edukasi, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk menjaga 
moralitas publik sesuai ajaran Islam. 
Kata Kunci: Pencegahan, Ikhtilat, Satpol PP dan WH, Qanun Jinayat Aceh 
 

 

Pendahuluan 

Aceh merupakan suatu wilayah yang memiliki keistimewaan berhak menjalankan 

sistem pemerintahannya sendiri, baik dari aturan-aturan maupun hal-hal lainnya. Keistimewaan 

yang dimiliki ini tentunya membuat keuntungan bagi Aceh untuk mengatur daerahnya dengan 

adat dan kepercayaan masyarakatnya sendiri, diantaranya yaitu melaksanakan Qanun atau 

peraturan sendiri, mempunyai simbol daerah maupun atribut sendiri, serta juga berhak 

mempunyai lembaga pemerintah sendiri seperti Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan 

Ulama atau yang lebih dikenal dengan singkatan MPU.1 Begitu juga masalah pariwisata yang 

sekarang sedang di gencar-gencarkan oleh pemerintah, tentunya wilayah Aceh yang bernuansa 

syariat Islam tentu pariwisatanya harus berlandaskan kepada syariat juga, tetapi faktanya 

dilapangan sangatlah berbeda dengan apa yang di pikirkan. Masih banyak tempat wisata di 

Aceh yang masih sering terjadi jarimah seperti percampuran atau pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahram di suatu tempat atau forum umum atau disebut ikhtillat dan 

Khalwat berduaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu 

tempat yang sepi dan terhindar dari pandangan orang lain.  

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang diperjelas dalam aturan 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan landasan hukum bagi 

penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh, yang bertujuan untuk mengakui 

kekhususan Aceh dalam aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Dalam kerangka otonomi 

khusus tersebut, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memperoleh legitimasi yuridis melalui 

peraturan daerah, salah satunya adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 

 
 1Muklis, “Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, 

Jurnal Ilmiah 4, no 1 (2018). 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index
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Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Qanun ini menjadi instrumen normatif awal 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan pemerintahan daerah di 

Aceh. Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-

undang yang telah disebutkan di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, 

diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun 

Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang 

melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai 

dengan hukuman denda.2 

Dalam pasal 1 ayat 24 tentang Ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-

sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri 

dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Dalam Al-Qur’an 

surat Al-isra ayat 32 dijelaskan mengenai larangan mendekati zina. Surah Al-Ahzab ayat 53 

memberikan petunjuk jelas terkait pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram, yang menjadi landasan penting dalam pencegahan tindak pidana ikhtilat. Ayat 

ini melarang memasuki rumah seseorang tanpa izin dan menekankan pentingnya menjaga jarak 

dalam interaksi sosial, terutama dengan lawan jenis yang bukan mahram. Konsep ini sangat 

relevan dalam konteks pencegahan ikhtilat, di mana interaksi yang tidak terkendali antara laki-

laki dan perempuan dapat berpotensi menimbulkan fitnah atau kerusakan moral dalam 

masyarakat.  

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir tentang ayat di atas berkata,“Yaitu, sebagaimana 

aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian 

melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari 

mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir. 

Nabi Muhammad SAW selalu berupaya mencegah terjadinya Ikhtilath antara laki-laki dan 

wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara 

memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jama’ah laki-laki tetap berada 

di masjid hingga jama’ah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk 

wanita. Meskipun sudah jelas-jelas dilarang dalam agama masih banyak pelanggar yang 

meremehkan jarimah ikhtilat ini. Bahkan Jarimah Ikhtilat sering diabaikan oleh masyarakat 

Islam.3 Baik itu dalam hal melakukan wisata di tempat maupun di tempat yang tertutup. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Aceh Barat, 

dengan kekayaan alam dan potensi wisata seperti Pantai Ujong Kareung, memiliki daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan lain. Pengembangan destinasi wisata ini 

tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang 

lapangan kerja serta memperkuat identitas daerah dalam kerangka pembangunan 

berkelanjutan. 

Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun, 

Kabupaten Aceh Barat menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sektor pariwisata. 

 
 2Al Yasa’ Abubakar, Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah 

dan Perjuangan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), 2 
 3Hamka, Sejarah Umat Islam (Jakarta, Bulan Bintang: 1961), 189- 190 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index


 
Yuhasnibar, et.al: Implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 

 
Copyright © 2025 Yuhasnibar, et.al https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index 
Under the license CC BY-SA 4 

232 

Aktivitas pariwisata yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap 

norma-norma syariat, seperti terjadinya ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan 

yang bukan mahram) yang termasuk dalam kategori tindak pidana menurut Qanun Aceh 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda), dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal di tingkat kabupaten/kota. Nama lengkapnya, 

Satuan Polisi Pamong Praja, merujuk pada fungsi utama lembaga ini yang bertugas menjaga 

"ketertiban" (Polisi) dan membantu dalam "pelayanan umum" (Pamong Praja). Singkatan 

Satpol PP digunakan untuk efisiensi dalam komunikasi administrasi. Mengingat panjangnya 

nama lengkap lembaga tersebut, singkatan ini memudahkan pengucapan dan penulisan dalam 

dokumen resmi dan percakapan sehari-hari. Penggunaan singkatan ini sudah menjadi hal yang 

umum dalam administrasi pemerintahan Indonesia, sehingga Satpol PP menjadi lebih dikenal 

dan praktis digunakan baik dalam hukum, kebijakan, maupun literatur akademik, penggunaan 

singkatan ini Sama halnya dengan Satuan wilayatul Hisbah. 

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan 

hukum syariat Islam di wilayah Aceh, Indonesia, terutama di ruang publik. WH memiliki peran 

dalam pengawasan moralitas masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran 

syariat Islam, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar norma agama, seperti dalam kasus 

ikhtilat (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Singkatan 

WH digunakan untuk mempermudah penyebutan nama lembaga tersebut, yang secara resmi 

adalah Wilayatul Hisbah. Seperti halnya dengan lembaga lain yang memiliki nama panjang, 

penggunaan singkatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi administratif 

dan publikasi di berbagai dokumen hukum, peraturan, dan publikasi lainnya. Di dalam praktik 

pemerintahan, singkatan ini membuat lembaga lebih mudah dikenali oleh masyarakat dan 

mempermudah referensi dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. 

Dalam konteks ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul 

Hisbah (WH) sangat penting sebagai ujung tombak dalam penegakan syariat Islam di ruang 

publik, termasuk kawasan wisata. Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH tidak hanya 

bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dalam mengawasi dan membina 

masyarakat agar tetap menjunjung nilai-nilai keislaman, tanpa menghambat pertumbuhan 

sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara 

pengembangan wisata sebagai sumber PAD dan penegakan hukum syariat Islam untuk 

menjaga moralitas publik. Penelitian ini berfokus pada strategi Satpol PP dan WH dalam 

mencegah tindak pidana ikhtilat di kawasan wisata Pantai Ujong Kareung, Kabupaten Aceh 

Barat, dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Satpol PP dan WH memiliki 

peran penting dalam mengawasi dan menegakkan syariat Islam di ruang publik, memastikan 

norma-norma tersebut dipatuhi. Ikhtilat yang tidak terkendali tidak hanya bertentangan 

dengan hukum syariat, tetapi juga dapat merusak moralitas masyarakat. Penegakan pembatasan 

interaksi sosial di tempat umum oleh Satpol PP dan WH sangat relevan dalam menjaga 

moralitas publik dan mencegah perbuatan yang mendekati zina. Surah Al-Ahzab ayat 53 

menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan tindak pidana ikhtilat, yang bertujuan 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index
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melindungi kehormatan dan menjaga keharmonisan masyarakat di Aceh Barat yang 

menerapkan syariat Islam secara ketat. 

Salah satu jenis pariwisata yang sedang digencarkan oleh pemerintah Aceh Barat adalah 

wisata Islami atau yang lebih dikenal dengan wisata syariah. Konsep ini mendapat respon 

positif dari masyarakat dan perhatian serius dari pemerintah, karena berfokus pada 

pengembangan destinasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberhasilan 

implementasi wisata syariah memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, 

terutama untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma agama, 

seperti tindakan yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, peran pemerintah Aceh 

Barat melalui) sangat penting dalam mengawasi dan melakukan patroli di tempat-tempat 

wisata seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH Pantai 

Ujong Kareng. Hal ini menjadi lebih penting mengingat Aceh Barat dikenal dengan julukan 

"Seramoe Mekkah", yang mencerminkan identitas daerah yang sangat kuat dalam penerapan 

syariat Islam. Jika pelanggaran terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Aceh Barat akan 

kehilangan marwah sebagai kota dengan identitas syariah, yang dikhawatirkan dapat merusak 

moral dan akidah generasi penerus di masa depan. Salah satu contoh kawasan wisata yang 

rawan pelanggaran syariat adalah Pantai Ujong Kareng, yang terletak di pusat kota Aceh Barat, 

tepatnya di Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Johan Pahlawan. Kawasan ini menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini karena potensi pelanggaran yang tinggi dan pentingnya 

pengawasan yang lebih intensif untuk menjaga kesucian nilai-nilai agama di daerah tersebut. 

Delstinasi wisata Ujong Karelung adalah melrupakan suatu delstinasi wisata yang 

belrtelma alam, pelmandangan, panorama dan kulinelr yang telrleltak pada Sudut Kabupateln Acelh 

Barat.4 Kelindahan alam dan wisata kulinelrnya yang dilelngkapi belrbagai fasilitas pelnunjang 

lainnya melmbuat wisata telrselbut banyak dikunjungi olelh masyarakat Acelh Barat telrkhususnya 

masyarakat-masyarakat yang ada di selkitaran delsa-delsa telrselbut. Hal ini telntunya sangat harus 

didukung olelh pelmelrintah kabupateln Acelh Barat, delngan sumbelr daya alam yang dimiliki 

Acelh Barat telrselbut, teltapi ironinya delngan belrkelmbangnya wisata Ujong Karelung ini selakan-

akan kurangnya pelngawasan dari pihak pelmelrintah, yang dikarelnakan banyaknya orang-orang 

yang salah melnggunakan telmpat wisata ini selbagai telmpat pellanggaran syariat islam salah 

satunya tindak pidana ikhtilat. 

Pantai Ujong Kareng dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu 

destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi bagi pengunjung, namun juga sering menjadi 

tempat terjadinya pelanggaran syariat Islam, terutama ikhtilat. Lokasi ini menawarkan 

gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara 

perkembangan pariwisata dan penerapan hukum syariat Islam. Keberadaan tempat wisata ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai upaya penegakan hukum 

yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH serta peran keduanya dalam mencegah tindak pidana 

ikhtilat di daerah tersebut. 

               Belrdasarkan Pelraturan Gubelrnur (Pelrgub) Nomor 47 Tahun 2008, telrdapat 

tanggung jawab khusus yang dielmban olelh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 

(Satpol PP dan WH) di Kabupateln Acelh Barat. Tugas utama yang dijalankan olelh institusi ini 

 
 4Muna Sungkar, Jelajah Ujung Barat Indonesia Banda Aceh Sabang (Jakarta:  Gramedia, 2015), 4. 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index
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melncakup pelmelliharaan dan pelngellolaan kelamanan selrta keltelrtiban publik. Lelbih lanjut, 

melrelka belrtanggung jawab untuk melnjamin pelnelrapan dan pelnelgakan pelraturan daelrah, yang 

dikelnal selbagai Qanun, selrta pelraturan dan kelputusan yang dikelluarkan olelh Gubelrnur. 

Dalam melnjalankan fungsinya, Satpol PP dan WH juga mellakukan selrangkaian kelgiatan yang 

melliputi sosialisasi pelraturan, pelngawasan, pelmbinaan, pelnyellidikan, selrta melndukung 

pellaksanaan hukuman yang belrada dalam kelrangka pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrlaku dalam kontelks syariat Islam.  

Pelran intelgral yang dimiliki olelh Satpol PP dan WH dalam melmastikan bahwa tatanan 

sosial dan hukum di Acelh belrjalan selsuai delngan nilai-nilai syariat Islam yang melnjadi pondasi 

bagi pelraturan daelrah di wilayah telrselbut. Kelsukselsan pelnelgak hukum dalam melmbelrantas 

suatu tindak pidana atau pelrmasalahan yaitu dilihat dari selgi kelpuasan masyarakat dan 

minimnya telrjadi pelristiwa tindak pidana telrselbut, dalam hal ini selmakin baik pelnelgak 

hukumnya maka selmakin melrosot juga kriminalitas dan aduan masyarakatnya Melskipun 

Qanun Acelh Nomor 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat tellah melmbelrikan dasar hukum 

yang jellas telrkait larangan ikhtilath, kelnyataan di lapangan melnunjukkan bahwa pelngawasan 

dan pelnindakan olelh Satpol PP dan WH bellum belrjalan selcara optimal. Kondisi ini 

melncelrminkan adanya keltidakselsuaian antara norma hukum yang belrlaku delngan kelnyataan 

yang telrjadi, selhingga dipelrlukan analisis telrhadap pelran dan elfelktivitas aparat pelnelgak hukum 

dalam kontelks ini. 

Penelitian ini, menfokuskan pada tiga hal utama yaitu: pertama, Bagaimana Upaya 

Pencegahan Tindak Pidana Ikhtlat Oleh Satpol PP Dan WH Di Pantai Ujong Kareng 

Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 

Kedua Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menangani Tindak Pidana Ikhtilat 

Oleh Satpol PP Dan WH Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat, Ketiga Bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Kasus Tindak Pidana Ikhtilat Di Pantai Ujong 

Kareung Kabupaten Aceh Barat.  

Sebagai dasar teoritis untuk penelitian ini, kajian pustaka berikut akan membahas 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai penerapan hukum syariat Islam, 

khususnya terkait dengan tindak pidana ikhtilat, serta peran Wilayatul Hisbah dalam 

pelaksanaan penegakan hukum syariat di Provinsi Aceh; 

Pertama, Penerapan syariat Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dengan menegakkan 

nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelanggaran yang diatur dalam 

qanun tersebut adalah ikhtilat, yang merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syariat, yang dapat mengarah pada perbuatan 

zina. Ahmad Al-Faruqy (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Qonun Khalwat dalam Pangkuan 

Hakim Mahkamah Syar'iyyah mengemukakan bahwa ikhtilat memiliki potensi untuk 

menumbuhkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama, sehingga pencegahan 

terhadap tindakan ini menjadi sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan 

melindungi tatanan sosial.5 

 
 5Ahmad Al-Faruqy, Qonun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyyah (Banda Aceh: Dinas 

Syariat Islam Aceh, 2011). 

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index
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Kedua Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat, Wilayatul Hisbah (WH) 

memegang peranan penting di Aceh. Yasa Abubakar (2009) dalam jurnalnya yang berjudul 

Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh menekankan bahwa WH 

memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di ruang publik, termasuk 

mengawasi tindakan ikhtilat di tempat-tempat umum seperti kawasan wisata. Keberadaan WH 

sangat krusial dalam memastikan bahwa norma agama dijalankan dengan baik di masyarakat, 

serta memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum syariat.6 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum 

empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali 

informasi dan data yang berkaitan dengan penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan 

melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti Satpol 

PP, WH, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta studi pustaka yang menganalisis Qanun 

Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini juga menekankan pada upaya-

upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Pantai Ujong Kareng untuk 

menegakkan norma-norma agama dan mencegah terjadinya tindak pidana ikhtilat di kawasan 

wisata. 

Delngan delmikian, pelnulis melrasa telrmotivasi untuk melngelksplorasi topik ini selcara 

lelbih melndalam mellalui pellaksanaan studi. Delngan judul Penegakan Hukum Dalam Upaya 

Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilath Oleh Satpol Pp Dan Wh Di Pantai Ujong Kareung 

Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 

 

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Ikhtilat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah di Ujpng Kareng Aceh Barat  

Pantai Ujong Kareng salah satau objek wisata di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi 

Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah sekitar 2.875,19 km² dan 

terletak di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sisi 

barat. Secara administratif, Pantai Ujong Kareng berada di Kecamatan Johan Pahlawan, yang 

merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. 

Pantai ini memiliki letak yang sangat strategis, berdekatan dengan pusat kota Meulaboh, ibu 

kota dari Aceh Barat, dengan jarak sekitar 15 Kilometer dari pusat kota. Secara geografis, 

Pantai Ujong Kareng terletak pada koordinat 4.1000° N (lintang utara) dan 96.1310° E (bujur 

timur), yang menunjukkan lokasi tepatnya di peta. Lokasi ini juga menjadi pusat perhatian 

dalam penelitian mengenai penerapan hukum syariat Islam, khususnya terkait dengan tindak 

pidana ikhtilat yang sering terjadi di kawasan wisata tersebut 

Pantai Ujong Kareng dikenal dengan keindahan alamnya, yang mencakup garis pantai 

yang panjang, pasir putih yang bersih, dan air laut yang jernih. Kawasan ini juga dikelilingi oleh 

hutan tropis yang rimbun, menambah daya tarik alam yang memikat pengunjung. Selain itu, 

Pantai Ujong Kareung menjadi tempat yang ideal untuk berbagai kegiatan wisata, seperti 

berjemur, berenang, dan menikmati pemandangan alam yang tenang. Dengan adanya fasilitas 

pendukung seperti warung makanan, tempat istirahat, dan area parkir, pantai ini mampu 

 
 6Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh (Banda Aceh: 

Dinas Syariat Islam Aceh, 2009). 
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menampung pengunjung dalam jumlah yang cukup besar, baik wisatawan lokal maupun 

wisatawan luar daerah. 

Namun, meskipun keindahan alamnya menjadikan Pantai Ujong Kareng sebagai 

destinasi wisata utama, kawasan ini juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan 

antara pengembangan pariwisata dan penerapan hukum syariat Islam. Aceh sebagai provinsi 

yang menerapkan syariat Islam secara resmi, memiliki aturan yang ketat mengenai interaksi 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, terutama di tempat-tempat umum. Pantai 

Ujong Kareung menjadi salah satu lokasi yang rentan terhadap pelanggaran syariat Islam, 

khususnya tindak pidana ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan bukan mahram) 

dan khalwat (berdua-duaan di tempat sepi), yang memerlukan pengawasan dan penegakan 

hukum yang lebih ketat. 

 

Tindak Pidana Ikhtilath dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah peraturan daerah 

yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat 

Islam di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara 

formal, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum Islam melalui 

qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini 

dirancang untuk mengatur berbagai bentuk pelanggaran moral dan hukum yang bertentangan 

dengan ajaran Islam, dengan tujuan utama menjaga moralitas masyarakat dan memastikan 

penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 7 

Dalam Penjelasan Qanun ini,menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 24 tentang Ikhtilath 

adalah ‘perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan 

berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah 

pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka’ 

Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki peran yang sangat 

penting dalam penegakan hukum syariat Islam, khususnya dalam pencegahan ikhtilat, yaitu 

percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Satpol PP berfokus 

pada penegakan ketertiban umum di ruang publik, termasuk melakukan patroli di tempat-

tempat umum seperti taman, warung kopi, dan kawasan wisata untuk mengawasi interaksi 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika terjadi pelanggaran, Satpol PP 

memberikan teguran atau pembinaan dan, jika perlu, menyerahkan kasus tersebut kepada WH 

untuk tindakan lebih lanjut. Di sisi lain, WH memiliki tugas khusus dalam menegakkan syariat 

Islam dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran ikhtilat, seperti hukuman cambuk 

atau sanksi sosial, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat.  

Selain itu, WH juga berperan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga moralitas dan menghindari interaksi yang dapat 

menimbulkan kerusakan sosial. Sinergi antara Satpol PP dan WH ini sangat penting dalam 

memastikan penegakan hukum yang efektif, dengan Satpol PP menjalankan fungsi 

pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, sementara WH menegakkan syariat Islam 

 
 7Ali Abu Bakar, Hukum Jinayat Aceh (Jakarta: Kencana, 2019); Ahmad Al-Faruqy, “Qanun Khalwat 

dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyyah,” Jurnal Syariah, 2011 
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melalui sanksi dan pembinaan. Kolaborasi keduanya menciptakan pengawasan yang lebih 

komprehensif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di 

Aceh. 

Belrdasarkan keltelntuan yang telrtuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, 

khususnya pada Pasal 244 ayat (1) dan (2), telrdapat mandat relsmi yang melnginstruksikan 

intelgrasi dua elntitas pelmelrintahan, yaitu Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja, 

melnjadi selbuah lelmbaga tunggal. Ini melrupakan langkah lelgislatif yang belrtujuan untuk 

melnyeldelrhanakan struktur dan melningkatkan elfisielnsi dalam tata kellola pelmelrintahan daelrah.8 

Dalam prosels intelgrasi lelmbaga ini, telrcipta suatu struktur kelkuasaan, tanggung jawab, dan 

hielrarki jabatan yang sellaras delngan pelraturan lelgislatif yang belrlaku di tingkat nasional. 

Mandat utama yang dielmban olelh Satuan Polisi Pamong Praja selrta Wilayatul Hisbah 

di wilayah Acelh, selbagaimana yang telrtuang dalam Pelraturan Gubelrnur Nomor 139 Tahun 

2016, khususnya pada Pasal 5, melncakup tanggung jawab yang luas dalam pelngellolaan dan 

pelngelmbangan tata kellola pelmelrintahan. Hal ini melliputi pelnelgakan pelraturan daelrah dan 

Qanun, pelrlindungan warga, pelmelliharaan keltelrtiban dan kelamanan umum, selrta 

implelmelntasi syariat Islam selbagai prinsip dasar dalam kelhidupan masyarakat.9 

Dalam melnjalankan kelwelnangannya selbagaimana diatur dalam Pasal 5, telrdapat 

belbelrapa pelran kunci yang dapat diidelntifikasi selbagai fungsi utama dari Satuan Polisi Pamong 

Praja selrta Wilayatul Hisbah di Acelh, antara lain: 

a) Lelmbaga ini melmiliki tanggung jawab yang belragam, mulai dari melrancang program-

program stratelgis, melnjamin pelnelrapan dan pelnelgakan Qanun, hingga melmastikan 

telrjaganya keltelrtiban umum. Sellain itu, lelmbaga ini juga melmiliki welwelnang dalam 

melnindak pellanggaran telrhadap syariat Islam dan belrkomitmeln untuk melmbelrikan 

pelrlindungan kelpada warga yang melngalami keltidakadilan atau pelnindasan. 

b) Mellaksanakan pelngawasan yang keltat telrhadap individu, institusi pelmelrintah, selrta elntitas 

hukum untuk melmastikan kelpatuhan telrhadap pelraturan daelrah, Qanun, dan keltelntuan 

yang diteltapkan olelh kelpala daelrah dalam rangka pelnelgakan syariat Islam adalah tugas 

yang elselnsial.10 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belrtugas untuk melngawasi 

pellaksanaan syariat Islam di telmpat wisata Ujong Karelung selsuai delngan apa yang tellah 

diamanatkan Qanun jinayah kelpada melrelka. 71 Seldangakan belrdasarkan keltelntuan yang 

telrcantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, khususnya pada pasal 244 ayat (2), 

melnjadi pondasi pelmbelntukan lelmbaga yang melngawasi pellaksanaan syariat Islam di Acelh, 

yaitu diamanatkan kelpada lelmbaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Intelgrasi 

ini mellahirkan suatu lelmbaga yang dalam praktiknya dikelnal selbagai Satpol PP dan WH Acelh, 

yang melmiliki pelran pelnting dalam melngawasi selrta melnelgakkan syariat Islam di wilayah 

telrselbut telrkhususnya di kawasan wisata Ujong Kareung. 

 
 8Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh (Banda Aceh: 

Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 35. 
 9Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. 
 10Syah Putra, Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah 

(Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Area Medan, Medan,2017), 12-13. 
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Dalam hal untuk melmastikan zona yang stelril dari pellanggaran norma-norma syariat 

Islam, pelrlu adanya intelrvelnsi aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di 

Acelh. Tugas melrelka melncakup pelngawasan keltat, pelnyuluhan komprelhelnsif, nasihat moral, 

selrta pelmbelrian pelringatan kelras. Belrdasarkan wawancara delngan bapak Lazuan dalam upaya 

melncelgah tindak pidana ikhtilat melnelgaskan bahwa tindakan pelngawasan dan pelnelgakan 

hukum yang dijalankan olelh unitnya tellah melncapai tingkat optimal dan belrlangsung selsuai 

delngan kelrangka pelraturan yang belrlaku. Dalam upaya melnelgakkan Qanun Jinayat, khususnya 

di kawasan wisata Ujong Karelung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tellah 

melnunjukkan komitmeln yang tinggi mellalui selrangkaian kelgiatan eldukatif kelpada masyarakat 

seltelmpat, telrmasuk para pelmimpin komunitas, peljabat kelcamatan, dan lelmbaga pelmelrintah. 

Kelgiatan ini belrtujuan untuk melningkatkan kelsadaran telntang bahaya dan konselkuelnsi hukum 

dari pelrbuatan ihktilat, pelrzinaan, dan khalwat, yang tidak hanya belrisiko melrugikan individu 

selcara pribadi teltapi juga dapat melnimbulkan aib bagi kelluarga.11 

Sellain itu, upaya prelvelntif juga dilakukan olelh Pihak satpol PP dan WH mellalui 

sosialisasi yang elfelktif melnggunakan meldia sosial, pelnyelbaran pamflelt dan spanduk, selrta 

pelrtelmuan langsung delngan para pelmuda dan pellajar. ELdukasi ini melnelkankan pada dampak 

hukuman yang dapat ditelrima, telrmasuk hukuman cambuk, selsuai delngan keltelntuan yang 

diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, selbagai bagian dari hukum jinayat yang belrlaku. 

Kelmudian upaya pelncelgahan yang dilakukan delngan cara Pelngawasan yang dilaksanakan olelh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Acelh belropelrasi mellalui meltodel inspelksi 

melndadak atau patroli rutin. Dalam hal mellakukan patroli ini biasanya satpol pp dan wh selhari 

2 kali mellakukan patrol di kawansan-kawasan yang di anggap selbagai telmpat mellakukan 

ikhtilat salah satunya di pantai Ujong Karelung. Dalam kelgiatan ini, melrelka tidak hanya 

belrtujuan untuk melnelgakkan hukum, teltapi juga melmbelrikan eldukasi kelpada komunitas lokal, 

pelngellola telmpat wisata, dan masyarakat umum melngelnai risiko dan konselkuelnsi dari 

tindakan yang belrtelntangan delngan Qanun Hukum Jinayat.12 

Delngan delmikian apabila telrdapat individu yang keldapatan belrkumpul tanpa melnjaga 

jarak, melrelka akan dibelrikan telguran. Selmelntara itu, pasangan yang ditelmukan belrpelrilaku 

melsra akan dicatat idelntitasnya dan diminta untuk melninggalkan arela telrselbut selbagai belntuk 

pelringatan. Tindakan ini diharapkan dapat melncelgah telrulangnya pelrbuatan selrupa. Adapun 

bagi melrelka yang telrbukti mellakukan tindakan tidak selnonoh yang telrmasuk katelgori 

pelrbuatan melsum, akan langsung dibawa kel kantor Satpol PP dan WH untuk diprosels lelbih 

lanjut selsuai delngan pelraturan hukum yang belrlaku. Dalam upaya pelnelgakan syariat Islam di 

Acelh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tellah melmanfaatkan telknologi untuk 

melningkatkan elfelktivitas pelngawasan melrelka. Pelnggunaan platform meldia sosial selpelrti 

Instagram, Facelbook, YouTubel, dan Twittelr tidak hanya melmudahkan pelngawasan atas 

pellanggaran Qanun Jinayat, teltapi juga melmbantu masyarakat melmahami dan melngikuti 

 
 11Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat. 
 12Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat. 
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pelraturan yang belrlaku. Diharapkan, delngan stratelgi ini, implelmelntasi syariat Islam di Acelh 

dapat telrcapai selcara lelbih luas dan melnyelluruh.13  

 Belrikut ini dapat dilihat pada tabell dibawah kasus ikhtilat yang telrjadi daelrah pantai 

Ujong Karelung Acelh Barat dalam kurun waktu 2021 dan 2024 selbagai belrikut: 

Tabell 1 : Data kasus Ikhtilath di Acelh Barat 

No Tahun Jumlah kasus 

1. 2021 3 

2. 2022 4 

3. 2023 4 

4. 2024 5 

 Total Kasus 16 

Sumbelr Data: Hasil pelnellitian di Satpol PP/WH Acelh Barat (Felbruari, 2025) 

Belrdasarkan tabell di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana ikhtilat di Wilayah ujong 

karelung Kabupateln Acelh Barat pada tahun 2022 melngalami pelningkatan dibandingkan 

delngan di tahun 2021, seldangkan di tahun 2023 tidak melngalami pelningkatan saama delngan 

tahun selbellumnya. Seldangkan di tahun 2024 kasus tindak pidana ikhtilat telrjadi pelningkatakan 

dari tahun selbellumnya. Teltapi dalam hal ini Kabid WH Acelh Barat, melnyatakan yang bahwa 

dikarelnakan kabupateln Acelh Barat dikelnal delngan banyaknya telmpat-telmpat wisata yang 

melmiliki nilai kelindahan yang luar biasa dan delngan banyaknya orang dari luar kabupateln 

melngunjungi  telmpat wisata di Acelh Barat khususnya di pantai Ujong Karelung, dalam hal ini 

kami sellaku Kabib WH Acelh Barat akan telrus melningkatkan upaya pelncelgahan tindak pidana 

ikhtilat khususnya di daelrah-daelrah telmpat wisata yang rawan telrjadinya tindak piadana 

Ikhtilat.14 

Untuk melndukung upaya pelncelgahan tindak pidana ikhtilat pelnulis juga mellakukan 

wawancara delngan Aparatur gampong ujong karelng yang juga melmiliki pelran pelnting dalam 

melnelgakkan syariat Islam dan melncelgah pellanggaran selpelrti ikhtilat (belrcampur baurnya laki-

laki dan pelrelmpuan yang bukan mahram dalam situasi yang belrpotelnsi melnimbulkan maksiat). 

Adapun Upaya yang dilakukan melncakup belrbagai aspelk, mulai dari sosialisasi hingga 

pelnelgakan hukum. Di antaranya: 

 

1. Sosialisasi dan Penyuluhan  

Aparatur gampong belkelrja sama delngan Wilayatul Hisbah, tokoh agama, dan lelmbaga 

pelndidikan dalam melmbelrikan pelmahaman kelpada masyarakat melngelnai bahaya ikhtilat selrta 

konselkuelnsi hukumnya belrdasarkan Qanun Jinayat. Pelnyuluhan dilakukan mellalui pelngajian, 

 
 13Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat; Muliadi, Petugas WH Aceh Barat, 3 Februari 2025 di Aceh Barat.  
 14Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat; Ismunadi, Petugas WH Aceh barat, 6 Februari 2025 di Aceh Barat.  
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celramah kelislaman, dan diskusi kelagamaan di melunasah atau pelsantreln. Sellain itu, kampanyel 

juga dilakukan mellalui meldia sosial, sellelbaran, dan forum warga untuk melningkatkan 

kelsadaran masyarakat.  

 

2. Patroli dan Pengawasan   

Untuk melncelgah telrjadinya ikhtilat, aparatur gampong melmbelntuk Satgas Syariat Islam 

yang belrtugas melngawasi telmpat-telmpat yang selring melnjadi lokasi pelrgaulan belbas, selpelrti 

taman, warung kopi, pantai, dan telmpat wisata. Patroli rutin dilakukan telrutama pada malam 

hari atau saat hari libur keltika potelnsi pellanggaran lelbih tinggi. Dan juga belkelrja sama delngan 

pihak instansi Satpol PP dan WH guna untuk melmpelrcelpat prosels pelngawasan. 

 

3. Penegakan Hukum Adat dan Syariat 

Jika ditelmukan pasangan non-mahram yang mellanggar aturan ikhtilat, melrelka akan 

dibelri telguran dan pelmbinaan telrlelbih dahulu. Jika pellanggaran belrulang atau dinilai belrat, 

kasus telrselbut dapat dilaporkan kel Wilayatul Hisbah untuk diprosels lelbih lanjut selsuai delngan 

Qanun Acelh. Hukuman dapat belrupa telguran telrtulis, hukuman sosial, atau bahkan hukuman 

cambuk selsuai keltelntuan hukum syariat. 

 

4. Pembangunan Sarana yang Mendukung Kepatuhan Syariat   

Aparatur gampong melndorong pelmilik usaha, selpelrti warung kopi, relstoran, dan 

telmpat wisata, untuk melmisahkan telmpat duduk laki-laki dan pelrelmpuan agar tidak telrjadi 

ikhtilat. Sellain itu, dalam acara publik selpelrti kelnduri dan pelrtelmuan warga, diseldiakan arela 

khusus bagi laki-laki dan pelrelmpuan agar teltap selsuai delngan prinsip syariat. 

 

5. Meningkatkan Peran Keluarga dan Masyarakat  

Orang tua melmiliki pelran pelnting dalam melngawasi dan melmbimbing anak-anak 

melrelka dalam pelrgaulan selhari-hari. Dikarelnakan pelran orang tua yang paling utama untuk 

bisa melncelgah pelrbautan ikhtilat ini. Sellanjutkan baru masyarakat, masyarakat hanya bisa 

melmbelrikan seldikit eldukasi melngelnai bahayanya pelrbuatan ikhtilat di karelnakan bisa 

melnjelrumus keldalam pelrbuatan pelrzinaan dan Satpol PP dan WH juga meberikan penyuluhan 

kepada Masyarakat atau Memberi peringatan baik berupa teguran atau penyampaian ke Pelaku 

atau Korban dengan mengikut sertakan keluarganya masing-masing agar mereka memiliki 

kesadaran atas kesalahan yang mereka lakukan tersebut.15 

 Pelraturan jinayat di Acelh ini melrupakan pellindung dan panduan bagi masyarakat 

seltelmpat dalam melnjalankan syariat Islam di tanah yang dijuluki Selrambi Melkkah. 

Implelmelntasi Qanun jinayat ini belrlandaskan mandat otonomi khusus yang dibelrikan kelpada 

Acelh mellalui kelselpakatan delngan Pelmelrintah Relpublik Indonelsia. Pelnelgakan Qanun ini di 

Acelh dijalankan olelh institusi pelnelgak hukum yang belropelrasi seljajar delngan sistelm 

pelnelgakan hukum nasional. Qanun Acelh Nomor 6 Tahun 2014 telntang Hukum jinayat, yang 

telrdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal, melnginkorporasikan prinsip-prinsip selpelrti kelislaman, 

 
 15Wawancara dengan Ucok, Selaku Keuchik Gampong Ujong Karang, pada tgl 6 Februari 2025 di 

Gampong Ujong Karang Aceh Barat; Ikhwan, Petugas WH Aceh barat, 8 Februari 2025 di Aceh Barat. 
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lelgalitas, keladilan, kelselimbangan, kelmaslahatan, pelrlindungan, hak asasi manusia, dan eldukasi 

masyarakat.16 

 Belrdasarkan informasi yang dipelrolelh mellalui wawancara, Bapak Lazuan, yang 

melnjabat selbagai Kabid Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, melnyampaikan 

belrbagai aspelk telrkait delngan tugas dan fungsi dari unit yang dipimpinnya, belliau melnjellaskan 

bahwa pelnindakan yang dilakukan olelh peltugas pada saat patroli dilapangan jika misalnya 

keldapatan mellakukan pelrbuatan pellanggaran syariat Islam, ikhtilat dan selbagainya. Sikap 

pelnindakan yang diambil yaitu pelnindakan yang belrsifat non yustisi yaitu suatu pelnindakan 

yang tidak dilimpahkan atau diprosels keljalur ranah hukum atau disellelsaikan ditelmpat 

telrjadinya pelrkara. 

 Lazuan juga melngatakan bahwa prosels pelnindakan bagi pellanggaran syariat Islam 

selcara non yustisi melliputi belbelrapa hal yaitu:  

a) Melmbelrikan pelringatan belrupa telguran, pelngancaman bisa di pidanakan dan selbagainya.  

b) Melmbelrikan naselhat atau pelngajaran telntang bahayanya pelrbuatan telrselbut baik itu 

ditinjau dari selgi hukum, agama maupun dampak bagi diri selndiri. 

c) Mellakukan pelncacatan atau pelndataan yg tellah mellakukan pellanggaran syariat Islam, hal 

ini belrtujuan untuk melndata pellaku jika keldapatan untuk keldua kalinya maka akan di 

prosels selcara telgas selsuai delngan Qanun yang belrlaku. 

d) Mellakukan pelmbinaan akan pelnting untuk melnghindari pelrbuatan tindak pidana ikhtilat, 

adapun belntuk pelmbinaan delngan cara melmbelrikan ilmu pelngeltahuan agama, selpelrti 

melngajari shalat, pelngajian dan selbagainya.17 

 

Pelrbuatan zina, ihktilat, belrdua-duaan belrsama yang bukan mahram sangatlah dilarang 

dalam agama Islam, pelrbuatan telrselbut dapat diibaratkan delngan suatu pelnyakit sosial yang 

sangat belrbahaya, untuk melnghelntikan dan melmbelrantas hal telrselbut hanya delngan cara yaitu 

melmbelrikan sanksi yang sangat jelra dan melnyakitkan. Selhubungan didalam syariat Islam 

selndiri dianjukan dalam melncelgah hal telrselbut maka dianjurkan untuk melnikahi supaya dapat 

melnghindari hal-hal yang tidak diinginkan telrselbut. Dalam pelraturan undang-undang selcara 

umum tindak pidana mellakukan pelrzinaan, dan melsum diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun 

Acelh Nomor 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat.18 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menangani Tindak Pidana Ikhtilat oleh 

Satpol PP dan WH Di Pantai Ujong Kareng Kabupaten Aceh Barat 

 Dalam kontelks pelnelgakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telntang hukum jinayat, 

pelranan Satpol PP dan WH di Acelh melrupakan faktor krusial. Lazuan, sellaku Kabid Satpol 

PP WH Acelh barat di lelmbaga telrselbut, melnelkankan bahwa kelbelrhasilan pelngawasan dan 

pelnindakan telrhadap pellanggaran syariat Islam tidak hanya belrgantung pada keltelrseldiaan 

pelrsonell, sarana, dan prasarana yang melmadai, teltapi juga pada komitmeln individu selrta 

 
 16Rusjdi Ali Muhammad dan Syarizal Abbas, Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat di Aceh, (Banda 

Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 19-20. 
 17Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat. 
 18Suhartini, “Peyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam,” Jurnal Ilmiah 4, no. 1, (2019). 
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dukungan masyarakat dan pelmelrintah. Kelndala utama yang dihadapi, melnurut Lazuan, adalah 

variabell manusia itu selndiri, yang melnelntukan elfelktivitas implelmelntasi hukum telrselbut. 

 Dalam upaya melnelgakkan syariat Islam di Acelh, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah 

(WH) melmiliki pelran pelnting dalam melnindak belrbagai pellanggaran, telrmasuk tindak pidana 

ikhtilat. Ikhtilat selndiri melrujuk pada belrcampur baurnya laki-laki dan pelrelmpuan yang bukan 

mahram dalam situasi yang dapat melnimbulkan kelmaksiatan, yang dilarang belrdasarkan Qanun 

Jinayat Acelh. Namun, dalam melnjalankan tugasnya, Satpol PP dan WH melnghadapi belrbagai 

tantangan dan hambatan yang dapat melngurangi elfelktivitas pelnelgakan hukum. Di sisi lain, 

telrdapat pula faktor-faktor pelndukung yang melmbantu melrelka dalam melnangani pellanggaran 

ikhtilat.  

Belrikut adalah analisis melngelnai faktor pelndukung dan dalam prosels pelnanganan 

tindak pidana ikhtilat di Acelh barat. 

a) Dukungan Relgulasi yang Kuat  

Salah satu faktor utama yang melndukung kelbelrhasilan pelnelgakan hukum ikhtilat di 

Acelh adalah adanya relgulasi yang jellas, yaitu Qanun Jinayat. Qanun ini melmbelrikan landasan 

hukum bagi Satpol PP dan WH dalam mellakukan pelngawasan selrta pelnindakan telrhadap 

pellanggar. Delngan adanya relgulasi yang kuat, tindakan yang dilakukan olelh peltugas melmiliki 

dasar hukum yang sah dan dapat ditelrapkan delngan telgas. 

 

b) Sarana dan Prasarana lainnya 

Telrkait delngan masalah sarana dan prasarana lelmbaga Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah Acelh Barat, Lazuan melnuturkan bahwa “Alhamdulillah kami sudah 

dibelrikan fasilitas yang cukup baik dari selgi transportasi, alat-alat ellelktronik yang cukup 

melmadai, (komputelr dan sabagainya), kantor yang luas untuk melncakupi selmua pelrsonil dan 

fasilitas-fasilitas pelnunjang lainnya yang melmbantu kami dalam mellaksanakan tugas dan fungsi 

telrkait delngan pellaksanaan syariat Islam selcara melnyelluruh baik itu di daelrah selkitaran telmpat 

wisata Ujong Karelung maupun di telmpat-telmpat lainnya. 

 

c) Sumbelr Daya Pelrsonell dan Sarana Opelrasional  

Kelbelradaan pelrsonell yang cukup dan kelndaraan patroli yang melmadai melmungkinkan 

Satpol PP dan WH untuk mellakukan pelngawasan lelbih elfelktif, telrutama di lokasi-lokasi yang 

selring melnjadi telmpat telrjadinya ikhtilat, selpelrti taman, warung kopi, telmpat wisata, dan ruang 

publik lainnya. 

 

d) Pelran Aktif Aparatur Gampong dan Tokoh Agama  

Satpol PP dan WH tidak belkelrja selndiri dalam melnelgakkan aturan telrkait ikhtilat. 

Melrelka melndapat dukungan dari aparatur gampong, tokoh agama, selrta masyarakat dalam 

mellakukan sosialisasi dan pelnindakan. Aparatur gampong belrpelran dalam melmbelrikan 

eldukasi di tingkat delsa, selmelntara tokoh agama melmbantu delngan pelndelkatan dakwah dan 

pelnyuluhan kelislaman yang dapat melningkatkan kelsadaran masyarakat.19 

 
   19Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat. 
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 Faktor pelnghambat upaya pelncelgahan tindak pidana ikhtilat di Ujong Karelung di 

antaranya: 

a) Kurangnya Kelsadaran dan Partisipasi Masyarakat 

Faktor lain yang melnghambat upaya pelncelgahan adalah relndahnya kelsadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam mellaporkan atau melmbantu Satpol PP dalam melncelgah tindak 

pidana ikhtilat. Banyak masyarakat yang masih melnganggap bahwa tindakan selpelrti belrduaan 

di telmpat umum bukanlah masalah selrius atau melrupakan urusan pribadi selhingga elnggan 

untuk mellaporkan keljadian telrselbut kelpada pihak belrwelnang. Bahkan, ada selbagian 

masyarakat yang justru melnutupi atau mellindungi pellaku ikhtilat karelna faktor hubungan 

sosial atau budaya. Contohnya, di belbelrapa komunitas, tindakan selmacam ini dianggap hal 

yang biasa dan tidak pelrlu melndapatkan intelrvelnsi dari pelmelrintah. Padahal, jika dibiarkan 

telrus-melnelrus, pelrilaku ini dapat selmakin melluas dan melrusak nilai-nilai sosial selrta norma 

agama yang dijunjung tinggi di daelrah telrselbut. 

b) Kurangnya Personil Satpol PP dan WH  

 Dalam wawancara tersebut, pihak Satpol PP mengungkapkan bahwa meskipun mereka 

berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum syariat Islam, mereka 

menghadapi kendala utama berupa kurangnya jumlah personel yang memadai. Hal ini 

membuat patroli dan pengawasan di ruang publik, seperti kawasan wisata dan tempat umum 

lainnya, menjadi kurang optimal. Begitu pula dengan pihak WH, yang juga mengakui adanya 

kekurangan personel dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelanggaran moral 

masyarakat, termasuk ikhtilat. Keterbatasan jumlah personel ini menjadi hambatan besar dalam 

memastikan bahwa seluruh wilayah Aceh Barat diawasi dengan baik, serta mempengaruhi 

kecepatan dalam penindakan terhadap pelanggaran. Wawancara ini menggambarkan tantangan 

nyata yang dihadapi kedua lembaga tersebut dalam upaya penegakan syariat Islam di Aceh 

Barat, yang membutuhkan perhatian lebih terhadap peningkatan jumlah personel untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. 

c) Faktor Sosial dan Budaya yang Belrubah 

Dalam belbelrapa tahun telrakhir, pelrubahan gaya hidup dan pola pelrgaulan masyarakat 

juga turut melnjadi faktor pelnghambat dalam pelncelgahan tindak pidana ikhtilat. Pelngaruh 

meldia sosial, budaya global, dan treln gaya hidup modelrn melnyelbabkan norma-norma 

tradisional melnjadi selmakin luntur. Misalnya, selmakin banyak anak muda yang melngadopsi 

gaya hidup belbas tanpa telrlalu melmpelrtimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat seltelmpat. 

Felnomelna ini melmbuat tindakan selpelrti belrpacaran di telmpat umum atau belrkumpul di 

lokasi-lokasi selpi dianggap selbagai hal yang wajar. Dalam kondisi selpelrti ini, upaya Satpol PP 

untuk melnelgakkan aturan melnjadi lelbih sulit karelna harus belrhadapan delngan pelrubahan pola 

pikir yang lelbih libelral di kalangan masyarakat.20 

 

d) Kurangnya Pelrlindungan dari Pelmelrintahan 

 
 20Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid WH Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh 

Barat 
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Dalam melnjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Acelh 

Barat banyak melngalami lika-liku yang harus dihadapinya, salah satunya yaitu saat belrhadapan 

delngan pelngunjung yang salah satunya dari melrelka peljabat atau kelluarga peljabat, selhingga di 

situ adanya kelnjangalan pelmaksaan, pellelpasan dan selbagainya. Selhingga olelh selbab itu Satuan 

Polisi Pamong Praja harus dibelrikan pelrlindungan yang sama selpelrti lelmbaga-lelmbaga 

pelnelgakan hukum lainnya.21 

 

e) Kurangnya ELdukasi dan Pelmbinaan Belrkellanjutan 

Salah satu faktor pelnting yang selring kali diabaikan dalam upaya pelncelgahan tindak 

pidana ikhtilat adalah kurangnya program eldukasi dan pelmbinaan yang belrkellanjutan. Banyak 

individu yang mellakukan tindakan ikhtilat bukan karelna niat buruk, teltapi karelna kurangnya 

pelmahaman telntang aturan dan norma yang belrlaku. Program eldukasi yang lelbih intelnsif, baik 

di selkolah, lingkungan kelluarga, maupun mellalui meldia sosial, dapat melmbantu melnanamkan 

kelsadaran telntang pelntingnya melnjaga moral dan eltika dalam pelrgaulan. Sellain itu, Satpol PP 

juga dapat belkelrja sama delngan tokoh agama, organisasi masyarakat, selrta lelmbaga pelndidikan 

untuk melmbelrikan sosialisasi melngelnai bahaya dan konselkuelnsi dari pelrilaku ikhtilat. Tanpa 

adanya pelmbinaan yang belrkellanjutan, tindakan pelnelrtiban hanya akan belrsifat selmelntara dan 

tidak melmbelrikan pelrubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Olelh karelna itu, 

pelndelkatan yang lelbih prelvelntif mellalui eldukasi dan pelmbinaan pelrlu melnjadi bagian dari 

stratelgi kelselluruhan dalam melncelgah tindak pidana ikhtilat.22 

 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Kasus Tindak Pidana Ikhtilat Di Pantai 

Ujong Kareung Kabupaten Aceh Barat  

 Hukum Islam tellah melngatur eltika dalam pelrgaulan muda mudi delngan baik, cinta dan 

kasih sayang laki-laki dan pelrelmpuan adalah fitrah manusia yang melrupakan karunia Allah.23 

Akan teltapi kurangnya ilmu agama dan pelngawasan orangtua melnjadikan melrelka telrjatuh 

dalam pelrgaulan yang belrlelbihan, pelrgaulan belbas yang melndahulukan hawa nafsu dan 

syahwat maka telrjatuh pada pelrbuatan ikhtilath yang melnghantarkan kelpada pelrbuatan zina 

adapun ikhtilath adalah dalam kaidah pelnulisan bahasa Arab Ikhtilath adalah belntuk masdar 

dari kata )الاختلاط(, yaitu اِخْتلِاَط - يَخْتلَِطُونَ    . - اِخْتلِاَطًا    delngan wazan tsulasi mazid dua huruf yaitu 

افِْتِعَالًا   –يَفْتعَِلُ    -افِْتعَلََ      delngan faeldah muthowa'ah yaitu (melnunjukkan belkas atau hasil suatu 

akibat dari suatu pelrbuatan muta’addi delngan maf’ulnya). Seldangkan dalam kamus al- 

Munawwir Ikhtilath adalah belrcampur, pelrcampuran,pelrgaulan.24 

 Islam tidak mellarang pelrgaulan antara laki-laki dan pelrelmpuan, belsar dan kelcil, kaya 

miskin, orang belrpangkat dan tidak, orang melrdelka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam 

melmbelrikan batasan-batasan yang dipandang sangat pelrlu delmi telrpelliharanya kelhormatan 

masing-masing. Dasar-dasar pelrgaulan itu banyak selkali, tinggal dari sudut manakah kita 

melnganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pelrgaulan antara 

 
 21Wawancara dengan Ucok, Selaku Keuchik Gampong Ujong Karang, pada tgl 6 Februari 2025 di 

Gampong Ujong Karang Aceh Barat. 
 22Wawancara dengan Lazuan, Selaku Kabid Wh Aceh Barat, pada tanggal 2 Februari 2025 di Aceh Barat 
 23Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyyah, (Banda Aceh: 

Pena, 2011) 
24A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif:1997). 
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pria dan wanita dalam lingkungan kelrja melnurut pandangan Islam. Akan teltapi hukum Islam 

tellah melngatur eltika dalam pelrgaulan muda mudi delngan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki 

dan pelrelmpuan adalah fitrah manusia yang melrupakan karunia Allah. Untuk melnghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan pelrelmpuan, Islam melnyeldiakan lelmbaga pelrnikahan. Tujuan 

utama agar hubungan laki-laki dan pelrelmpuan diikat delngan tali pelrkawinan adalah untuk 

melnjaga dan melmurnikan garis kelturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami 

istri. Keljellasan ini pelnting untuk mellindungi masa delpan anak yang dilahirkan telrselbut.25 

 Dalam Islam tellah ditelntukan batas-batas pelrgaulan antara laki-laki dan pelrelmpuan 

yang bukan muhrimnya, selpelrti: 

a) Nabi mellarang selorang pelrelmpuan belrhubungan delngan laki-laki yang bukan muhrimnya 

tanpa ditelmani olelh mahram si wanita.  

b) Nabi mellarang wanita yang sudah dipinang, melski islam melmpelrbolelhkan laki-laki 

melmandang pelrelmpuan yang dipinangnya untuk melnyakinkan dan melmantapkan hatinya.  

c) Nabi mellarang selorang laki-laki masuk kel rumah wanita yang tidak belrsama mahramnya 

atau orang lainnya.  

d) Nabi mellarang wanita belpelrgian tanpa ditelmani mahramnya. 

 

Adapun delmikian dasar hukum dari pada ikhtilath sama delngan halnya dasar hukum 

pellanggaran khalwat yaitu surat Al-Isra’ ayat 32: 

 
۟
ا تَقْرَبُوا

َ
ا تَقْرَبُووَل

َ
نىَ  ٱول ِّ

نَّهُۥ  لز  انَ  إِّ
َ
شَة   ك حِّ

ا وَسَاءَٓ  فََٰ
 
يل سَبِّ  

Artinya: Janganlah kamu melndelkati zina. Selsungguhnya [zina] itu adalah pelrbuatan kelji dan jalan 

telrburuk”. 

 Belrdasarkan ayat diatas melnelkankan pelntingnya melnjaga pandangan dan kelhormatan 

selbagai upaya melnghindari ikhtilat yang melngarah pada fitnah. Ikhtilat yang tidak selsuai 

delngan syariat Islam dilarang karelna dapat melnimbulkan kelsalah pamahan orang-orang selkitar 

dan melnjadi jalan melnuju pelrzinaan. Islam sangat melnelkankan batasan dalam pelrgaulan 

antara laki-laki dan pelrelmpuan untuk melnjaga kelsucian masyarakat. Sanksi telrhadap pelrbuatan 

ini telrgantung pada tingkat pellanggarannya, delngan hukuman yang selmakin belrat jika 

melngarah pada tindakan zina. Olelh karelna itu, melnjaga intelraksi selsuai adab Islam melnjadi 

langkah prelvelntif dalam melnghindari tindak pidana ikhtilat. 

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 

Wilayatul Hisbah (WH) di Kabupaten Aceh Barat merupakan upaya yang sejalan dengan 

prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, khususnya dalam pencegahan tindak pidana ikhtilat. 

Ikhtilat, yang merujuk pada percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram, merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam karena berpotensi 

menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang lebih besar, bahkan dapat mengarah pada zina. 

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari 

perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, dan Satpol PP serta WH berperan sebagai 

lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memastikan penerapan syariat Islam di ruang 

 
25Mizaj Iskandar and EMK Alidar, Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh (Banda 

Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020). 
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publik, khususnya dalam mengatur interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram. 

Dalam implementasinya, Satpol PP dan WH di Aceh Barat tidak hanya melakukan 

penegakan hukum secara reaktif, tetapi juga preventif. Prinsip preventif ini sangat penting 

dalam hukum Islam, yang mengajarkan bahwa mencegah kemungkaran lebih utama daripada 

mengobatinya setelah terjadi. Satpol PP dan WH melaksanakan pengawasan yang intensif di 

tempat-tempat umum seperti kawasan wisata, yang sering kali menjadi lokasi rentan 

pelanggaran syariat Islam, termasuk ikhtilat. Sosialisasi, patroli, dan edukasi kepada masyarakat 

menjadi bagian penting dari upaya pencegahan, yang sejalan dengan ajaran Islam mengenai 

perlunya menjaga batasan dalam interaksi sosial agar terhindar dari fitnah dan kerusakan 

moral². Selain itu, penegakan sanksi oleh Satpol PP dan WH, yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, mencerminkan penerapan hukum Islam 

dalam kehidupan sosial. Sanksi seperti teguran, pembinaan, atau bahkan hukuman cambuk 

pada pelanggar syariat Islam adalah bentuk dari penegakan hukum yang bersifat kuratif, yang 

bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam hukum Islam, 

sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan 

mengembalikan pelaku ke jalan yang benar, sambil menjaga ketertiban sosial dan moralitas 

masyarakat. 

Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH yang berbasis pada Qanun Jinayat 

merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga maslahah (kesejahteraan umum) dan 

menghindari mafsadah (kerusakan sosial). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak 

hanya berfungsi untuk menegakkan aturan formal, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan 

sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dengan tujuan menjaga kehormatan dan kesucian 

masyarakat. Satpol PP dan WH berperan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi 

juga sebagai pengawas moral yang memastikan bahwa norma-norma Islam diterapkan dengan 

konsisten dan efektif di ruang publik, menjaga masyarakat dari perilaku yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Peran Satpol PP dan WH di Aceh Barat sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum Islam. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai 

penjaga moralitas publik, mengingat pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur interaksi sosial 

dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kewajiban untuk menegakkan syariat Islam di 

Aceh Barat melalui Satpol PP dan WH adalah langkah penting dalam menjaga moralitas dan 

ketertiban sosial di wilayah yang menerapkan hukum Islam secara formal. 

 

Kesimpulan 

  Upaya yang dilakukan olelh Pelmelrintah kabupateln Acelh Barat belselrta aparatur 

Gampong dalam pelncelgahan tindak pidana ikhtilat di Gampong Ujong Karelung antara lain, 

Sosialisasi dan Pelnyuluhan, Patroli dan Pelngawasan, Pelnelgakan Hukum Adat dan Syariat, 

Pelmbangunan Sarana yang Melndukung Kelpatuhan Syariat, selrta Pelran Kelluarga dan 

Masyarakat. Dalam mellakukan upaya pelncelgahan tindak pidana Ikhtilath olelh Pelmelrintah 

kabupateln Acelh Barat belselrta aparatur Gampong ada belbelrapa faktor pelndukung dan 

pelnghambat. Faktor pelndukung antara lain. Dukungan Relgulasi yang Kuat, Cukupnya 
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Pelrsonil/anggota Satpol PP dan WH, Sarana dan Prasarana lainnya, Sumbelr Daya Pelrsonell 

dan Sarana Opelrasional dan Pelran Aktif Aparatur Gampong dan Tokoh Agama, adapun 

faktor pelnghambat antara lain, Kurangnya Kelsadaran dan Partisipasi Masyarakat, Faktor Sosial 

dan Budaya yang Belrubah dan Kurangnya Pelrlindungan dari Pelmelrintahan,kurangnya personil 

Satpol PP dan WH,dan Kurangnya Edukasi dan Pembinaan Berkelanjutan. 

 Tinjauan Hukum Islam telrhadap pelrbuatan ikhtilat di Pantai Ujong Karelng, pelrbuatan 

ikhtilat sangat dilarang di dalam agama selsuai delngan firman Allah dalam surat Al-isra  ayat 32 

yaitu islam sangat melarang untuk mendekati hal-hal yang terjemus ke perbuatan zina, 

contohnya perbuatan Ikhtilat, Khalwat dan sebagainya.Penegakan Hukum oleh Satpol PP dan 

WH yang berbasis pada Qanun Jinayah merupakan bagian dari integratitas dari upaya untuk 

menjaga kemaslahatan umum dan menghindari Kemafsadatan (Kerusakan Sosial) yang 

merupakan Prinsip Dasar dan tujuan umum Syariat Islam. 
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